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BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

: a.

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;

b.

Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan2.
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 __— tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara
Republik

Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab -Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telamh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan

BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp3.877.649.107.708,00 bertambah sejumlah Rp175.616.435.604,46
sehingga menjadi Rp4.053.265.543.312,46 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan

a. Semula Rp3.811.649.107.708,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp78.115.350.165,00
Jumilah Pendapatan setelah Perubahan Rp3.889.764.457.873,00
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2. Belanja
a. Semula Rp3.877.649.107.708,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp175.616.435.604,46
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp4+.053.265.543.312,46

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp(163.501.085.439,46)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp118.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp97.501.085.439,46
Jumliah Penerimaan setelah Perubahan Rp215.501.085.439,46

b. Pengeluaran

(1)

(2)

1) Semula Rp52.000.000.000,00
2)Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp52.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp163.501.085.439,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp0O,00O

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp401.063.652.750,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp28.307.020.377,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp429.370.673.127,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp3.159.565.744.790,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(32.821.270.212,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan Rp3.126.744.474.578,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp251.019.710.168,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp82.629.600.000,00)
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp333.649.310.168,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula Rp188.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp188.800.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah
1) Semula Rp27.171.508.750,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp2.113.500.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp29.285.008.750,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp40.000.000.000,00
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(3)

(4)

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp145.092.144.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp26.193.520.377,00
Jumilah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp171.285.664.377,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp2.489.343.619.790,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(32.786.246.212,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp2.456.557.373.578,00

b. Dana Alokasi Umum
3) Semula Rp373.268.646.000,00
4) Bertambah/(berkurang) Rp0,0O
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp373.268.646.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
3) Semula Rp296.953.479.000,00
4) Bertambah/(berkurang) Rp(35.024.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 296.918.455,000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah

1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp75.669.600.000,00
Jumlah Hibah setelah perubahan Rp75.669.600.000,00

b

b. Dana darurat
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp119.948.014.168,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp119.948.014.168,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp131.071.696.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp131.071.696.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.960.000.000,00
Jumilah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan Rp 6.960.000.000,00

f. Pendapatan Lainnya
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya
setelah Perubahan Rp 0,00



6

(1)

(2)

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp1.524.630.061.883,51
2) Bertambah/(berkurang) Rp160.302.506.151,96
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp1.684.932.568.035,47
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp2.353.019.045.824,49
2) Bertambah/(berkurang) Rp15.313.929.452,50
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp2.368.332.975.276,99

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp970.769.263.566,50
2) Bertambah/(berkurang) Rp158.919.696.115,50
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp1.129.688.959.682,00

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp10.895.753.608,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0O,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp10.895.753.608,00

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp56.664.575.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp6.720.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 63.384.575.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp3.250.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp1.750.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
1) Semula Rp21.597.150.875,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp211.350.025,00
Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan Rp21.808.500.900,00

g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1) Semula Rp442.305.787.579,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp8.049.758.506,81
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp450.355.546.085,81
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(3)

(1)

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp20.897.531.255,01
2) Bertambah/(berkurang) Rp(15.348.298.495,35)
Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.549.232.759,66

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp 37.369.525.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp16.050.595.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp53.420.120.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp1.034.846.595.384,50
2) Bertambah /(berkurang) Rp73.080.374.589,30
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp1.107.926.969.973,80

c. Belanja Modal
1) Semula Rp1.280.802.925.439,99
2) Bertambah/(berkurang) Rp(73.817.040. 136,80)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp1.206.985.885.303,19

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp118.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp97.501.085.439,46
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp215.501.085.439,46

b. Pengeluaran
1) Semula Rp52.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp52.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa_terdiri dari jenis
pembiayaan:

(2)

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
1) Semula Rp118.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp97.501.085.439,46
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp215.501.085.439,46
setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00
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(3)

(1)

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah perubahan Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b_ terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp52.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp52.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan Rp 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp 0,00

e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
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kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e mencakup:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri
dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi SKPD,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program,
dan kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah;

6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan
dan per jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum_ diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar dana Cadangan Daerah;
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13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; dan

14. Lampiran XIV : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Pasal 7

Bupati Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2019 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
cada tanggal 1@ September 2019

Diundangkan di Bengkalis

AMRIL MU. N

pada tanggal 11 September 2919
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.52.4/2019)

BUPATI BENGKATIS,


